






















 

 

BAB II 

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  

 

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui 

Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan di 

kawasan peruntukan pertanian meliputi: 

1. kawasan budi daya tanaman pangan; 

2. kawasan budi daya perkebunan; 

3. kawasan budi daya hortikultura dan; 

4. kawasan budidaya peternakan  

Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan 

Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah 

Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :  

1. Norma 

a. Pengembangan Jalan Pertanian merupakan upaya pembangunan baru, 

peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan di kawasan lahan 

pertanian sebagai akses pengangkutan sarana produksi, alat mesin dan 

hasil produksi pertanian dengan besaran bantuan 1 unit Bantuan 

Pemerintah di kegiatan ini maksimal adalah Rp100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). 

b. Bantuan diberikan dengan persyaratan lahan yang dipergunakan sebagai 

calon lokasi harus memenuhi persyaratan clear dan clean, lahan 

bersedia tidak dialih fungsikan dengan membuat surat pernyataan 

bermaterai, status lahan jelas serta tersedia petani penerima manfaat 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. 

2. Standar Teknis 

2.1 Pembuatan Jalan Baru dengan ketentuan sebagai berikut :  

a. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan 

Panjang minimal 350 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis 

kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan Beton dengan Jumlah 

Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau; 

b. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan 

Panjang minimal 350 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis 

kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan paving block dengan 

Jumlah Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau; 



 

 

c. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan 

Panjang 400 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan 

adalah Perkerasan Jalan Telford dan memakai Talud dan Jumlah 

Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau; 

 

2.2 Peningkatan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan 

Panjang minimal 400 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis 

kegiatan adalah peningkatan menjadi pengerasan jalan dengan Beton 

dengan Jumlah Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau; 

b. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan 

Panjang minimal 400 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis 

kegiatan adalah Perkerasan Jalan dengan paving block dengan 

Jumlah Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) atau; 

c. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal 1,5 meter dengan 

Panjang 400 meter dan tinggi 0,15 meter dengan jenis kegiatan 

adalah Perkerasan Jalan Telford dan memakai Talud dan Jumlah 

Bantuan Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah); 

2.3 Dalam hal point 2.2 diatas tidak dapat dilaksanakan diatas 

dikarenakan: 

a. Perbedaan harga bahan/material yang terdapat pada poin a, b dan c 

dimasing-masing daerah sehingga perhitungan tidak sesuai dengan 

satuan biaya setempat atau; 

b. Tidak dapat dipenuhi dikarenakan kondisi alam  

maka pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan pertanian dapat 

dilaksanakan dengan dimensi ukuran yang disesuaikan dengan 

kondisi-kondisi yang memperhitungkan point a dan b tersebut dan 

harus melampirkan RAB yang didukung dengan data SSH daerah 

setempat.  

2.4 Dalam RAB harus melampirkan spesifikasi dan dimensi komponen jalan 

pertanian (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, 

jembatan dan lainnya). 



 

 

3. Kriteria 

a. Lahan yang dilaksanakan adalah lahan produksi pada komoditi 

pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun 

peternakan; 

b. Lahan lokasi jalan pertanian tersebut wajib dijamin untuk tidak 

dialihfungsikan dengan dibuktikan surat pernyataan bermaterai dari 

Kelompok Tani / Gapoktan; 

c. Pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh Kelompok Tani / Gapoktan 

melalui swakelola tipe IV; 

d. Petani bersedia melepaskan lahan yang menjadi lokasi di 

laksanakannya bantuan pemerintah tanpa meminta ganti rugi; 

e. Petani/Kelompok Tani / Gapoktan bersedia untuk melakukan 

perawatan/ pemeliharaan jalan pertanian secara swadaya. 

4.  Acuan pelaksanaan lainnya 

a. Analisa biaya dibuktikan dengan melampirkan keputusan harga acuan 

setempat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di lokasi 

pelaksanaan kegiatan masing-masing; 

b. Biaya HOK diberikan kepada pekerja yang berasal dari daerah setempat 

atau daerah-daerah sekitar apabila diperlukan. Pertanggungjawaban 

biaya HOK dilengkapi dengan daftar hadir dan fotokopi KTP; 

Perhitungan biaya dalam RAB dan RUKK berpedoman pada cara 

perhitungan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman 

Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan 

Umum Dan Perumahan Rakyat tanggal  5 Januari 2022 

c. Biaya Operasional dalam rangka persiapan dan pelaporan seperti biaya 

rapat, alat tulis, konsumsi, pembuatan desain sampai dengan pelaporan 

pelaksanaan dapat diberikan melalui bantuan pemerintah ini dengan 

ketentuan maksimal 3% dari nilai bantuan; 

d. Setelah pekerjaan selesai 100%, seluruh bukti pembelanjaan bantuan 

pemerintah, proposal, desain, RUK, RAB,  foto dokumentasi, BAST dan 

dokumen lainnya wajib diupload kedalam aplikasi MPO; 

e. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan fisik jalan pertanian tahun 

2023 terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial di lokasi penerima 

bantuan, maka penerima bantuan dapat mengajukan addendum kontrak 



 

 

untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. Usulan addendum kontrak 

harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota.  

f. Apabila terjadi perbedaan penilaian terkait pertanggungjawaban bantuan 

pemerintah yang mengakibatkan tidak ditandatanganinya BAST maka 

PPK dapat menerbitkan BAST dengan terlebih dahulu melakukan 

evaluasi pelaksanaan pembangunan Jalan Usaha Tani yang di tuangkan 

dalam Berita Acara Monitoring dan Evaluasi. 

 

 



 

 

BAB III 

ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN ANGGARAN 

 

A.  Organisasi 

1. Tim Pusat 

a. Tim Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut : 

Tim Teknis Pusat mempunyai susunan dan tugas sebagai berikut: 

Ketua  : Berasal dari Unsur Bagian Perencanaan 

atau Bagian Teknis Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian 

Anggota  : Berasal dari Unsur Bagian Perencanaan 

atau Bagian Teknis Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian 

Tim Teknis mempunyai tugas: 

1) Melaksanakan pembinaan teknis serta memberikan saran dan 

rekomendasi kepada pelaksana bantuan pemerintah pusat 

pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan 

pertanian melalui bantuan pemerintah jalan pertanian Tahun 

Anggaran 2023 di daerah; 

2) Membantu PPK dalam melakukan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan 

konstruksi serta pemanfaatanya; dan 

3) Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan. 

b. Tim Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

1) Menyiapkan dan mengadministrasikan dokumen dana bantuan 

pemerintah pusat Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan 

Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan 

Pertanian Tahun Anggaran 2023; 

2) Melakukan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan dokumen 

dana bantuan pemerintah pusat Pelaksanaan Kegiatan 

Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan 

Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2023; 

3) Menyerahkan hasil verifikasi, pemeriksaan dokumen dan 

dokumen untuk mendapat persetujuan Pejabat Pembuat 

Komitmen; dan 



 

 

4) Membuat laporan progress pekerjaan dan laporan akhir 

kegiatan. 

2. Tim Teknis Provinsi 

Tim Teknis Provinsi mempunyai susunan dan tugas sebagai berikut: 

Ketua (1 orang) : Berasal dari Dinas Pertanian Povinsi 

Anggota (1 orang) : Berasal dari Dinas Pertanian Provinsi atau 

Instansi Teknis terkait di Tingkat Provinsi 

Tugas Tim Teknis Provinsi adalah:  

Melaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan pelaksanaan 

konstruksi serta pemanfaatanya, serta melakukan monitoring dan 

evaluasi Kegiatan serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil 

kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan 

Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan 

Pertanian Tahun Anggaran 2023. 

 

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota 

Tim Teknis Kabupaten mempunyai susunan dan tugas sebagai berikut: 

Ketua (1 orang) : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota 

Anggota (2 orang) : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten dan 

atau Instansi Teknis terkait di Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah: 

a. Membantu PPK dalam hal identifikasi dan verifikasi CPCL penerima 

manfaat dan dituangkan dalam usulan penetapan CPCL; 

b. Menyetujui UPKK yang diusulkan oleh Poktan apabila Kelompok Tani 

/ Gapoktan baru membuat UPKK penerima bantuan; 

c. Membantu PPK dalam hal mengatur, mengkoordinasikan dan 

memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan di wilayah kerjanya; 

d. Membantu PPK dalam memberi rekomendasi atas usulan RUKK yang 

dibuat oleh UPKK sebagai dasar pembayaran yang disetujui oleh PPK;  

e. Mengawal dan mengamankan realisasi kegiatan sesuai Rencana 

Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK); 



 

 

f. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil 

pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang 

diketahui oleh Kepala Dinas; 

g. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan 

yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang 

diketahui oleh Kepala Dinas; 

h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

i. Membantu dan memverifikasi desain sederhana yang dibuat oleh 

penerima manfaat dalam rangka pelaksanaan konstruksi; 

j. Melaksanakan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan 

fisik kepada Kelompoktani dan bimbingan teknis administrasi 

keuangan di tingkat UPKK; 

k. Menilai dan menyetujui usulan adendum kontrak jika terdapat 

bencana alam dan/atau bencana sosial dalam pelaksanaan pekerjaan 

jalan pertanian; 

l. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen  

dengan tembusan Tim Teknis Propinsi; 

4. Penerima manfaat   

Penerima manfaat mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menetapkan Koordinator dan Anggota UPKK; 

b. Membuat desain sederhana dalam rangka persiapan pelaksanaan 

konstruksi; 

c. Membangun dan menyelesaikan pekerjaan jalan pertanian;  

d. Menggunakan dan memelihara jalan pertanian yang telah dibangun 

untuk kepentingan bersama dalam memperlancar mobilitas alat 

mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari 

dan ke lahan pertanian;  

e. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas Pertanian 

provinsi/kabupaten/kota;  

f. Bertanggungjawab secara penuh atas pemanfaatan anggaran dan 

bersedia menyimpan semua bukti pengeluaran serta 

mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. 

 

 



 

 

5. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) 

UPKK mempunyai tugas sebagai berikut:  

a. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan 

Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani / Gapoktan; 

b. Melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan PPK; 

c. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan 

mencatat seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti 

pengeluaran/penggunaan dana Bantuan Pemerintah; 

d. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan pemerintah secara 

berkala kepada PPK; 

e. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke 

Kas Negara; 

f. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan 

Pengembangan Jalan Pertanian sumber dana  Bantuan Pemerintah 

setelah pembayaran selesai 100%. 

 

B. Dokumen (Administrasi ) Pengelolaan Anggaran  

Pencapaian fisik kegiatan bantuan pemerintah melalui pola transfer uang 

sangat penting diawali dengan persiapan administrasi secara baik dan 

benar. Untuk itu tertib administrasi termasuk didalamnya adalah 

mempersiapkan adminisitrasi penyaluran bantuan pemerintah secara benar, 

antara lain meliputi dokumen kegiatan identifikasi dan verifikasi calon 

penerima manfaat, penetapan kelompok penerima manfaat, pembukaan 

rekening kelompok dan penyusunan rencana usulan kegiatan kelompok 

serta pembuatan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.  

1. Usulan dari Calon Penerima Manfaat 

Kelompok Tani / Gapoktan menyampaikan proposal usulan kegiatan 

Jalan Pertanian kepada Pemerintah Daerah/Kepala Dinas Pertanian. 

2. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Manfaat 

 Berdasarkan usulan proposal, dinas melakukan identifikasi dan 

verifikasi calon lokasi dan penerima manfaat. Dinas Kabupaten dalam 

melaksanakan identifikasi dan verifikasi Calon Penerima Manfaat ini 

harus memperhatikan kriteria penerima manfaat dan lokasi serta 

melengkapi usulan dengan koordinat lokasi, peta sketsa lahan yang 

diusulkan.  



 

 

3. Usulan Calon Penerima Manfaat 

 Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi Dinas Kabupaten 

menyampaikan usulan calon penerima manfaat kepada PPK. Usulan 

tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan bertanggungjawab 

sepenuhnya terhadap kebenaran CPCL yang diusulkan kepada 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan ditandangani 

oleh Kepala Dinas. 

4. Penetapan Penerima manfaat  

Penetapan penerima manfaat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

setelah mendapat rekomendasi dari Tim pusat dan Tim Teknis 

Kabupaten/Kota yang selanjutnya di sahkan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran.  

5. Pemberkasan Rekening Penerima manfaat 

Rekening penerima manfaat digunakan untuk menerima transfer dana 

dalam rangka kegiatan bantuan pemerintah ini. Rekening penerima 

manfaat yang dimaksud merupakan rekening yang dibuat atas nama 

UPKK Kelompok Tani / Gapoktan dalam bentuk rekening tabungan pada 

Bank Umum Pemerintah. Contoh penulisan nama rekening “UPKK 

Kelompok XXXXXX”. Rekening yang dimaksud merupakan rekening baru 

dan/atau rekening lama yang masih aktif dan dibuktikan dengan surat 

keterangan rekening aktif dari bank penerbit. 

6. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) 

Penyusunan RUKK didasarkan pada desain sederhana yang dibuat oleh 

UPKK dan Kelompok Tani / Gapoktan didampingi dan diverifikasi oleh 

Tim Teknis Kabupaten. 

Hal-hal mendasar dalam rangka penyusunan RUKK antara lain:  

a. RUKK disusun melalui musyawarah anggota penerima manfaat yang 

didampingi dan mendapat persetujuan dari Tim Teknis 

kabupaten/kota; 

b. Uraian pekerjaan dan daftar pembelanjaan dalam RUKK mengacu 

pada rencana anggaran biaya hasil desain sederhana; 

c. Dalam penyusunan RUKK dimungkinkan untuk mengakomodir 

biaya-biaya pendukung seperti pembuatan desain/RAB, papan 

nama kegiatan di lapangan, dokumentasi, alat tulis dan buku untuk 

pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang; 



 

 

d. Revisi dan penyesuaian Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) 

dapat dilakukan apabila terdapat perubahan atau penyesuaian 

kegiatan di lapangan untuk mengakomodir adanya tambah kurang 

pekerjaan, dengan syarat bahwa revisi RUKK ini dilaporkan serta 

mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis Kabupaten dan 

mendapat persetujuan dari tim teknis pusat untuk kelengkapan 

dalam penyaluran bantuan pemerintah; 

e. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) beserta revisinya 

nantinya menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan dana 

bantuan pemerintah; 

7. Perjanjian Kerja Sama antara PPK dengan Penerima Manfaat 

Penerima manfaat perlu diikat dalam bentuk naskah Perjanjian Kerja 

Sama pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan. Perjanjian Kerja 

Sama merupakan ikatan hukum yang memayungi penggunaan dan 

pemanfaatan dana bantuan pemerintah oleh Kelompok Tani / Gapoktan. 

Perjanjian kerjasama yang dimaksud adalah antara  Koordinator UPKK 

Kelompok  Penerima manfaat  dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

8. Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Transfer Dana Bantuan 

Pemerintah  

Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Transfer Dana Bantuan 

Pemerintah secara sekaligus dilaksanakan dengan mempedomani : 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga ; 

b. Peraturan Menteri Keuangan No 132/PMK.05/2021 tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga  

c. Usulan/Permohonan transfer Dana dilampiri dengan Rencana 

Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk diajukan kepada PPK. 

Berkas surat permohonan transfer dana sedikitnya mencantumkan 

secara jelas meliputi:  

1) Nama UPKK Kelompok Penerima Manfaat;  



 

 

2) Nama Koordinator UPKK Kelompok Penerima Manfaat;  

3) Nomor Rekening Penerima Manfaat; 

4) Nama Bank Umum Pemerintah;  

5) Surat keterangan rekening aktif dari Bank penerbit; 

6) Fotokopi buku tabungan halaman depan yang memuat nomor 

rekening dan nama pemilik rekening; 

7) Jumlah dana bantuan pemerintah yang akan ditransfer dan 

kuitansi tanda terima uang yang telah ditandatangani oleh 

penerima manfaat;  

8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua 

Kelompok Penerima Manfaat; 

9) Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; 

10) Surat permohonan transfer tahap beserta RUKK oleh 

Koordinator UPKK diketahui dan ditandatangani Tim Teknis 

Kabupaten setelah dilakukan penelitian serta penelaahan lebih 

lanjut menyangkut kebenaran dan keabsahannya. 

9. Pembelanjaan  

a. Pembelian barang/material dan sewa peralatan mengacu pada 

harga wajar yang berlaku di wilayah setempat; 

b. Keseluruhan realisasi pembelanjaan sebagaimana tercantum 

dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) beserta 

revisinya digunakan sebagai pertanggung jawaban penerima 

manfaat dalam memanfaatkan dana bantuan yang diterimanya, 

untuk itu keseluruhan pembelanjaan harus disertai dengan bukti 

pengeluaran uang/bon/kuitansi. 

10. Laporan perkembangan pekerjaan 

Perkembangan pekerjaan dilaporkan secara berkala dengan 

melakukan input kedalam aplikasi MPO. 

11. Perubahan Pekerjaan 

Perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan/jenis kontruksi diusulkan 

kepada Tim Teknis Kabupaten untuk di reviu dan disetujui, 

selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis Pusat untuk direviu 

sebelum disahkan oleh PPK. Proses pengajuan perubahan tahapan 

pelaksanaan diterima Tim Teknis Pusat paling lambat lima hari 

sebelum dilakukan pencairan. 



 

 

BAB  IV 

LAPORAN DAN ANALISA RISIKO 

 

1. Laporan  

Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang 

telah/sedang/akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan 

sesuai yang direncanakan. Pelaporan diperlukan untuk mengetahui 

perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan dan merupakan bahan evaluasi untuk perencanaan dan langkah 

tindaklanjut. Pembuatan dan penyampaian laporan adalah merupakan 

kewajiban bagi setiap pelaksana yang mendapatkan alokasi 

anggaran/kegiatan. 

Tujuan dari pelaporan adalah  

a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan 

keuangan dalam jangka waktu tertentu. 

b. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan serta upaya tindak lanjut dalam pemecahan 

masalah. 

c. Untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan dimasa datang 

Pertanggungjawaban baik fisik maupun administrasi keuangan 

merupakan tahapan terakhir dalam rangka pelaksanaan bantuan 

pemerintah melalui pola transfer uang.  

2. Jenis dan Waktu Pelaporan  

Untuk masing-masing Tingkatan Tim baik pusat, propinsi maupun 

kabupaten harus membuat dan menyerahkan pelaporan atas 

tanggungjawab yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.  

Tim Teknis kabupaten/kota bertanggungjawab membuat dan menyerahkan 

laporan pada setiap tahapan yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Dalam 

pelaporan memuat sekurang-kurangnya tentang  

I. Laporan Persiapan ; 

- Verifikasi dan Validasi Penetapan CPCL 

- Foto calon lokasi pembangunan 0% 

- Ttiik koordinat calon lokasi  

- Pembentukan UPKK 



 

 

II. Laporan Tahap I : 

- Laporan Perkembangan Fisik Tahap I 

- Foto Perkembangan Fisik Tahap I : 50% 

III. Laporan Tahap II : 

- Laporan Perkembangan Fisik Tahap II 

- Foto Perkembangan Fisik Tahap II : 100% 

IV. Laporan Akhir Kegiatan 

Asli pelaporan di kirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

ditembuskan kepada Tim Teknis Propinsi. 

Tim Teknis Provinsi bertanggungjawab melaporkan hasil monitoring dan 

evaluasi yang dilakukan dengan mengacu kepada hasil laporan Tim 

Teknis Kabupaten yang diterima. Laporan yang tim teknis provinsi 

sekurang-kurangnya adalah Laporan Persiapan, Laporan Pelaksanaan 

dan Laporan Akhir Kegiatan. 

Tim Pusat bertanggungjawab membuat dan menyerahkan laporan hasil 

kompilasi dari seluruh lokasi kegiatan ini pada setiap tahapan yang 

dilaksanakan baik dari Kabupaten maupun dari Propinsi. Dalam 

pelaporan memuat sekurang-kurangnya tentang : 

I. Laporan Persiapan ; 

II. Laporan Tahap I : 

III. Laporan Tahap II : 

IV. Laporan Akhir Kegiatan 

V. Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Untuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah 

Terima Pengelolaan Paket Bantuan pemerintah di upload ke aplikasi 

Pelaporan Online oleh Tim Teknis kabupaten/kota dan menyampaikan 

asli BAST tersebut kepada PPK. 

3. Analisa dan Pengendalian Risiko 

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat 

pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan 

dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas 



 

 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran 

kegiatan pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan pertanian, terwujudnya 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir 

penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan sebagai koridor bagi pelaksana 

pengendalian kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian Tahun Anggaran 

2023 sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

kegiatan oleh pemerintah.  

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah penanggung jawab kegiatan wajib 

membangun system pembangunan intern pelaksanaan kegiatan yang terdiri 

dari evaluasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan 

pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan kegiatan 

pengendalian 

Tugas dan Fungsi Pengendalian sudah termasuk didalam Tim Pusat, Tim 

provinsi dan Tim kabupaten/kota dilaksanakan pada setiap tahapan 

kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang 

menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat 

dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Dirjen PSP PPK Pusat Tim Teknis Pusat
Tim Verifikasi dan 

Pelaporan
Bagian Keuangan KPPN Jakarta V

Dinas Pertanian 

Propinsi

Dinas Pertanian 

Kabupaten

Tim Teknis 

Propinsi

Tim Teknis 

Kabupaten

Kelompok 

Penerima 

Manfaat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Menetapkan SK Tim Pelaksana Teknis Pusat dan 

Tim Verifikasi dan Pelaporan

2 Membuat Pedoman Teknis Pengembangan JUT

3

Membuat surat kepada Daerah Pengusul kegiatan 

JUT untuk percepatan dan persiapan dengan 

melampirkan form pemberkasan, pedoman teknis

4
Mengusulkan Nama Tim Teknis untuk Propinsi dan 

Kabupaten

5

Menerima Disposisi untuk menetapkan SK Tim 

Teknis Propinsi dan Kabupaten dan 

menyerahkannya kepada yang bersangkutan

6 Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

7

Melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan 

sampai dengan pelaksanaan konstruksi serta 

pemanfaatanya

8
Melakukan Verifikasi Lokasi, Membuat Desain dan 

RUK seperti tugas yang tercantum dalam SK

9

Mengusulkan Nama Calon Penerima Manfaat yang 

sudah terverifikasi dengan melampirkan desain dan 

RUK

10

Memverifikasi besaran anggaran yang diusulkan 

dalam RUK dan jenis pekerjaan yang akan 

dilakukan oleh Calon Penerima Manfaat

11
Menetapkan Kelompok Penerima Manfaat beserta 

besaran anggaran yang di setujui

12

Melakukan Pemberkasan yang meliputi pembuatan 

Rekening, Pengesahaan UPKK, Penandatanganan 

SPKS dan lainnya seperti yang tercantum dalam 

Pedoman Teknis dan SK Tim Teknis

13
Menyampaikan seluruh berkas dan 

kelengkapannya kepada PPK Pengembangan JUT

Pusat Daerah

No Kegiatan

 

Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur 



 

 

14

Melakukan Verifikasi Dokumen Pemberkasan, 

Kelengkapan, dan Kesesuaian lainnya Kegiatan 

Pengembangan JUT

15

Menyampaikan Dokumen terverifikasi untuk di 

buatkan SPP-LS dan Penerbitan SPM dan 

disampaikan ke KPPN Jakarta V

16

Mentransfer Uang kepada Kelompok Penerima 

Manfaat dan Melakukan Pencairan Dana melalui 

Contra Sign sesuai dengan tatacara pencairan 

dalam SPKS

17
Melaksanakan Pekerjaan Fisik di dampingi oleh Tim 

Teknis Propinsi dan Kabupaten

18 Melakukan monitoring kegiatan fisik di Lapangan

19

Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 

dan Pengelolaan yang di tandatangani Tim Teknis, 

Kelompok Tani dan diketahui oleh Kepala Dinas 

Pertanian Setempat

20

Menyampaikan Laporan Kegiatan, Berita Acara 

Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Serah 

Terima Pengelolaan kepada PPK  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUAT OLEH ;

POTONGAN

PROVINSI

KABUPATEN

KABUPATEN/KOTA...........

DIPERIKSA OLEH :

TIM TEKNIS

TEKNIS SIPIL

DISETUJUI OLEH :

TAMPAK ATAS

LOGO DINAS
TAMPAK ATAS

POTONGAN A - A

KETUA POKTAN MANIK SAGARA

DIKETAHUI OLEH :

KECAMATAN

DESA

JENIS KEGIATAN

PERKERASAN JALAN TELFORD

KEGIATAN

JUT

JUDUL GAMBAR

2 m

A

A

1000 m

Center Jalan

Urugan tanah Kembali / Timbunan Bahu jalan

2,5 m

2,5 m

 

 

…. 

cm 

150 

cm 
Bentuk Potongan I - 

I 

Draenas

e 

….. cm 

….. 

cm 

….. cm 

Tanah 

Kepasiran Batu Pecah 
Koral/ Split/ 

Aspal …. cm 
Bahu 

Jalan 

…. cm 

Lampiran 2. Contoh Desain Gambar Sederhana Jalan Pertanian (Jalan Telford) 

 

Tanah Kepasiran Koral/Split/Aspal 

Batu Pecah 

…. cm 

Gorong - gorong 

…. cm 

…. cm 

…. M 

  Bentuk Potongan 2 - 2 



 

 

  

 

Lampiran 3. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengembangan JUT  

 

Jenis Pekerjaan : Jalan Usaha Tani (JUT)

Kegiatan : JALAN PERTANIAN

Volume : 1 unit

Kelompok Tani :

Desa :

Kecamatan :

APBN Swadaya Swadaya ( Rp. ) APBN (Rp.)

a b d e f g = b x f h = a x f

A. 1,00       1,00         3.000.000Rp 3.000.000Rp     

-Rp                      3.000.000 

B.

2. Bahan 

2.1 Sirtu 22,00    M³ I - a 160.000Rp    -                           3.520.000Rp     

2.2  Semen portland 540,00  Zax I - a 62.500Rp      -                           33.750.000Rp   

2.3  Pasir beton 53,00    M³ I - a 180.000Rp    -                           9.540.000Rp     

2.4  Kerikil   (Maks   30  mm) 71,00    M3 I - a 200.000Rp    -                           14.200.000Rp   

2.6 Kayu Untuk Bekisting 4,00      M² I - a 3.500.000Rp 14.000.000Rp   

2.7 Paku 21,50    Kg I - a 20.000Rp      430.000Rp        

-Rp                      75.440.000        

3. Peralatan/ sewa alat

3.1 Papan Proyek 1,00      - Ls II - a 100.000Rp    - 100.000Rp        

3.2 Prasasti 1,00      - Ls II - a 300.000Rp    - 300.000Rp        

3.3 Protap Kesehatan Covid 19 1,00      - Ls II - a 500.000Rp    500.000Rp        

3.4 Sewa Beton Molen 20,00    - Jam II - a 300.000Rp    6.000.000Rp     

-Rp                      6.900.000          

4. Upah

4.1 150,00  HOK III - a 70.000Rp      -Rp                      10.500.000Rp   

4.2 24,00    HOK III - a 90.000Rp      -Rp                      2.160.000Rp     

4.3 Operator 20,00    HOK III - a 100.000Rp    -Rp                      2.000.000Rp     

-Rp                      14.660.000Rp   

-Rp                      100.000.000Rp 

100.000.000Rp 

-                     

Total (1 + 2 + 3+4)

Total

Total Biaya Swadaya

Sub Total   2)    

Sub Total   3)    

Pekerja

Tukang

Sub Total   4)    

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PELAKSANAAN

U R A I A N
Volume

Satuan
Harga Satuan 

(Rp.)

Jumlah Total (Rp)Kategori 

Biaya

Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan PersiapanPersiapan (Pembuatan SID, Pengukuran, 

Pelaporan dan Dokumentasi) (Maks. 10%)

Sub Total   1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya 
Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tanggal  5 
Januari 2022 



 

 

Lampiran 4. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengembangan JUT (Paving 

Block) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 5. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan 

Pertanian Dengan Betonisasi 

 

Jenis Pekerjaan : Jalan Pertanian
Kegiatan : Peningkatan Jalan Dengan Betonisasi
Volume : 1 unit
Kelompok Tani : 0
Desa : 0
Kecamatan : 0

Swadaya ADB

( Rp. ) ( Rp. )

a b d e g = b x f h = a x f

A. 1,00                   1,00           3.000.000Rp   3.000.000Rp         

-Rp                   3.000.000 

B.

2. Bahan 

2.1 Sirtu 22,00                 M³ I - a 160.000Rp      -                        3.520.000Rp         

2.2  Semen portland 540,00               Zax I - a 62.500Rp        -                        33.750.000Rp       

2.3  Pasir beton 53,00                 M³ I - a 180.000Rp      -                        9.540.000Rp         

2.4  Kerikil   (Maks   30  mm) 71,00                 M3 I - a 200.000Rp      -                        14.200.000Rp       

2.6 Kayu Untuk Bekisting 4,00                   M² I - a 3.500.000Rp   14.000.000Rp       

2.7 Paku 21,50                 Kg I - a 20.000Rp        430.000Rp            

-Rp                   75.440.000            

3. Peralatan/ sewa alat

3.1 Papan Proyek 1,00                   - Ls II - a 150.000Rp      - 150.000Rp            

3.2 Prasasti 1,00                   - Ls II - a 250.000Rp      - 250.000Rp            

3.3 Protap Kesehatan Covid 19 1,00                   - Ls II - a 500.000Rp      500.000Rp            

3.4 Sewa Beton Molen 20,00                 - Jam II - a 300.000Rp      6.000.000Rp         

-Rp                   6.900.000              

4. Upah

4.1 150,00               HOK III - a -Rp                   10.500.000Rp       

4.2 24,00                 HOK III - a -Rp                   2.160.000Rp         

4.3 Operator 20,00                 HOK III - a 100.000Rp      -Rp                   2.000.000Rp         

-Rp                   14.660.000Rp       

-Rp                   100.000.000Rp     

100.000.000Rp     

-                         

Keterangan :

Kategori   :   

I - a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I - b Pembelian bahan hasil industri

II - a Pembelian alat tangan

II - b Pembelian/penyewaan alat mesin

III - a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III - b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PELAKSANAAN

U R A I A N

Volume

Satuan
Kategori 

Biaya

Harga Satuan
Jumlah Total (Rp)

APBN Swadaya
( Rp. )

f

Pekerjaan Persiapan

Persiapan (Pembuatan SID, Pengukuran, 

Pelaporan dan Dokumentasi) (Maks. 10%)

Sub Total   2)    

Sub Total   1)   

Pekerjaan Konstruksi

Sub Total   3)    

Pekerja 70.000Rp           

Tukang 90.000Rp           

Sub Total   4)    

Total (1 + 2 + 3+4)

Total

Total Biaya Swadaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan 

Pertanian Dengan Paving Block 

 

 

Jenis Pekerjaan : Peningkatan Jalan Dengan Paving
Kegiatan : Pengembangan Jalan Pertanian
Volume : 1 unit
Kelompok Tani : xx
Desa : xx
Kecamatan : xx

Swadaya ADB

( Rp. ) ( Rp. )

a b d e g = b x f h = a x f

A. 1,00                   1,00           3.000.000Rp   3.000.000Rp         

-Rp                   3.000.000 

B.

2. Bahan 

2.1  Pasir urug 32,00                 M³ I - a 160.000Rp      -                        5.120.000Rp         

2.2  Paving block 6 cm 538,00               M² I - a 55.000Rp        -                        29.590.000Rp       

2.3  Pasir beton 27,00                 M³ I - a 180.000Rp      -                        4.860.000Rp         

2.4  Semen Portland 55,00                 Zak I - a 62.500Rp        -                        3.437.500Rp         

2.6  Bata merah 9.935,00            Buah I - a 550Rp             5.464.250Rp         

2.7  Pasir pasang 10,00                 M³ I - a 160.000Rp      1.600.000Rp         

-Rp                   50.071.750            

3. Peralatan/ sewa alat

3.1 Papan Proyek 1,00                   - Ls II - a 100.000Rp      - 100.000Rp            

3.2 Prasasti 1,00                   - Ls II - a 250.000Rp      - 250.000Rp            

3.3 Protap Kesehatan Covid 19 1,00                   - Ls II - a 500.000Rp      500.000Rp            

-Rp                   850.000                 

4. Upah

4.1 254,00               HOK III - a -Rp                   17.780.000Rp       

4.2 315,00               HOK III - a -Rp                   28.350.000Rp       

-Rp                   46.130.000Rp       

-Rp                   100.051.750Rp     

100.051.750Rp     

100.000.000Rp     

Keterangan :

Kategori   :   

I - a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I - b Pembelian bahan hasil industri

II - a Pembelian alat tangan

II - b Pembelian/penyewaan alat mesin

III - a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III - b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Sub Total   3)    

Pekerja 70.000Rp           

Tukang 90.000Rp           

Sub Total   4)    

Total (1 + 2 + 3+4)

Total

Pembulatan

Sub Total   2)    

Sub Total   1)   

Pekerjaan Konstruksi

f

Pekerjaan Persiapan

Persiapan (Pembuatan SID, Pengukuran, 

Pelaporan dan Dokumentasi) (Maks. 10%)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PELAKSANAAN

U R A I A N

Volume

Satuan
Kategori 

Biaya

Harga Satuan
Jumlah Total (Rp)

APBN Swadaya
( Rp. )

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7 

KAB/KOTA. ....................- PROPINSI .............................

Orang Hari

1 Desa ........., 

Kec. .............., 

Koordinat = ...............

 

2 Desa ........., 

Kec. .............., 

Koordinat = ...............

3 Desa ........., 

Kec. .............., 

Koordinat = ...............

4 Desa ........., 

Kec. .............., 

Koordinat = ...............

Kab/Kota….......... Tanggal: 6 November 2020

Kepala Dinas.................

___________________________

NIP.

NO. HP 

Koordinator 

UPKK

No. Rekening 

Bank

Nama Ketua 

Kelompok

NIK Ketua 

Kelompok

Nama 

Koordinator 

UPKK

NO. HP Ketua 

Kelompok

Nama 

Bank

LAPORAN VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANG USULAN CPCL

Foto Dokumentasi 

Calon Lokasi  (0%)

Rencana 

Panjang (m)
No

Nama Kelompok 

Tani

Alamat & Koordinat 

Recana Pembangunan 

JUT

Rencana Jenis 

Pembangunan JUT (Ket: 

Rabat Beton, Paving Block, 

Telford + Talud, Lainnya 

(Sebutkan))

Usulan Anggaran 

(Rp) Juta

Cacatan Tim 

Teknis Kabupaten

Rencana 

Lebar (m)

KEGIATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI LAHAN PERTANIAN MELALUI JALAN PERTANIAN TA. 2022

Komoditas di 

Lokasi Rencana 

Pembangunan

Luas 

Lahan  

(ha)

Nama UPKK 

(Sesuai di buku 

rekening bank)

Rencana Jumlah Pekerja dan 

Hari Pelaksanaan
NIK 

Koordinator 

UPKK



 

 

 

 

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN 

 

Nomor      :  ...........................                                     ...............  2023 

Lampiran :  1 (satu) Eksemplar 

Perihal  : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah 

   Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan 

Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun 

Anggaran 2023  

 

Yang terhormat: 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kementerian Pertanian 

di – 

 Jakarta 

 

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2023, 

khususnya yang berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah 

Pelaksanaan Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui 

Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami 

mengajukan usulan kegiatan yang terdiri dari: 

Usulan nama-nama Tim Teknis; 

 Ketua :

  

.................................... 

NIP. .......................... 

Kabid Kabupaten ....... 

 Anggota : 1. ............................ 

NIP. ..................... 

Kasi.......................  

   2. .............................. 

NIP. ...................... 

.............................. 

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan 

terimakasih. 

Kepala Dinas Pertanian  

Kabupaten ................, 

 

 

.......................................... 

NIP. .................................. 

 

Lampiran 8. Format Persiapan Pemberkasan 
Pengembangan JUT 



 

 

Tembusan : 

Kepala Dinas Pertanian Provinsi .................... 

KOP SURAT DINAS PERTANIAN KABUPATEN  

 

Nomor      :  ...........................                                                   ...............  2023 

Lampiran :  1 (satu) Eksemplar 

Perihal : Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah 

  Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian 

 Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2023  

 

Yang terhormat : 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kementerian Pertanian 

di – 

 Jakarta 

 

Menindaklanjuti surat Bapak Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  

Nomor …………………… tanggal …………….. 2023 tentang penetapan alokasi 

kegiatan pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian 

melalui bantuan pemerintah jalan pertanian Tahun Anggaran 2023, dengan ini 

kami mengajukan usulan kegiatan yang terdiri dari : 

1. Kelompok penerima bantuan pemerintah pelaksanaan kegiatan konservasi 

dan rehabilitasi lahan pertanian melalui bantuan pemerintah jalan pertanian 

Tahun Anggaran 2023  (terlampir). 

2. Rencana Umum Kegiatan (RUK) untuk pelaksanaan kegiatan konservasi dan 

rehabilitasi lahan pertanian melalui bantuan pemerintah jalan pertanian 

Tahun Anggaran 2023  (terlampir). 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan 

terimakasih. 

 

Kepala Dinas Pertanian  

Kabupaten ................, 

 

 

.......................................... 

NIP. .................................. 



 

 

Tembusan : 

Kepala Dinas Pertanian Provinsi .................... 

 

Lampiran Surat Kepala Dinas Pertanian …........ Kabupaten ................. 

Nomor : .................../2023 

Tanggal :  ..................2023 

 

No

Desa          :

Kecamatan :

Kabupaten  :

Koordinat    :

:

Luas Lahan :

Komoditas :

Nilai             :

Desa          :

Kecamatan :

Kabupaten  :

Koordinat    :

:

Luas Lahan :

Komoditas :

Nilai             :

Nama Bank :

Nomor Rekening UPKK :

Atas Nama   : UPKK …...

:

Koordinator :

NIK Koordinator UPKK   :

No. HP Koordinator UPKK :

II.

Kelompok Tani :

Nama Ketua :

NIK Ketua :

No. HP Ketua :

UPKK Poktan

Atas Nama   : UPKK …...

Nama Bank :

NIK Koordinator UPKK   :

No. HP Koordinator UPKK :

Nomor Rekening UPKK :

:

No. HP Ketua :

UPKK Poktan :

Koordinator :

Lokasi Nama Penerima Bantuan

I.

Kelompok Tani :

Nama Ketua :

NIK Ketua 

 

   

Kepala Dinas Pertanian .............., 

 

 

........................................ 

NIP. ................................. 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 9 

 

 

 

Format Pemberkasan  

Pengembangan Jalan Pertanian 

Untuk 1 (satu) kali Transfer / 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

  

 

 

RINGKASAN KONTRAK 

Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-……………………  

  tanggal ………………….. 

Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK  : 1795.RBK.009.052.A.526312 

Nomor SPK/Kontrak : ............../PPK.PSP. 

…/SPKS/REG/….../2023 

Tanggal SPK/Kontrak  : ........................2023 

Nama Pelaksana : UPKK ............................... 

Alamat Pelaksana : Desa ................................. 

  Kecamatan ....................... 

  Kabupaten ........................ 

  Provinsi ............................ 

Nilai SPK/Kontrak : Rp. ....................................  

  (.........................................)  

Uraian dan Volume Pekerjaan : Kegiatan konservasi dan rehablitasi lahan 

berupa pengembangan jalan pertanian 

pengembangan jalan pertanian Tahun 

Anggaran 2023  (Jalan Produksi/Jalan 

Usahatani)* 

Cara Pembayaran : Sekaligus (100%) LS melalui KPPN V 

Jakarta Selatan 

Nomor Rekening/atas nama : ................../  

  atas nama UPKK ......................... 

Bank : ................................ 

Jangka Waktu Pelaksanaan : Mulai tanggal .............. sampai dengan 

tanggal ............... 

Ketentuan Sanksi : Apabila tidak dapat melaksanakan 

pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah 

sebagaimana mestinya, maka secara 

sepihak diputuskan hubungan kerjasama 

dan kontrak kerja sama dinyatakan batal 

demi hukum serta pelaksana diwajibkan 

mempertanggung jawabkan penggunaan 

dana Bantuan Pemerintah yang telah 

digunakannya. 

 

Jakarta, .............. 

Pejabat Pembuat Komitmen 

.................................................. 

 

 

………………………………… 

NIP. ........................................ 



 

 

*) coret salah satu 

MAK. 1795.RBK.009.052.A.526312 

 

K U I T A N S I 

Sudah terima dari  : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian 

Terbilang : ...................................... 

Untuk membayar : Dana Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan 

Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian 

Tahun Anggaran 2023 di Desa ..........., Kecamatan 

..........., Kabupaten .............. sesuai dengan Surat 

Perjanjian Kerjasama Nomor: .........../PPK.PSP. 

…/SPKS/REG/..../2023 tanggal ................2023. 

Uang Sebanyak  : Rp. ........................,- 

 

                                                                                         ……….., ................2023 

 Yang menerima, 

UPKK .......................... 

 

Materai Rp.10.000,- 

 

.............. 

Koordinator 

Setuju dibayar : 

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, 

Pejabat Pembuat Komitmen  

……………………………………… 

 

 

…………………………………….. 

NIP. ………………………………….. 

 

 

 

)* Coret salah satu 



 

 

 

 

 

 

PERJANJIAN KERJASAMA  

Nomor : ............/PPK.PSP. … /SPKS/REG/…../2023 

 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 

………………………………….. 

 

Dengan 

 

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK) ........................ 

 

Tentang 

 

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH BERUPA UANG 

DALAM RANGKA KEGIATAN ……………….. 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

Pada hari ini ..................... tanggal .................. bulan ................ tahun Dua Ribu 

Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

1. Nama :  ………………….. 

 Jabatan :  Pejabat Pembuat Komitmen Padat Karya Produktif 

Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran. 

    Alamat : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Jalan 

Harsono RM No. 3 Gedung D Lantai 3, Ragunan 12550 Jakarta 

Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 

 

2. Nama :  ........................ 

 Jabatan :  Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) 

....................., selaku penanggung jawab keuangan untuk 

mendukung Kegiatan Padat Karya Produktif 

Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa 

Pengembangan Jalan Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Kelompok Tani / Gapoktan ............. 



 

 

    Alamat : Desa ……….........., Kecamatan ........................, Kabupaten 

....................... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang 

mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan 

pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung 

Kegiatan Konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian Berupa Pengembangan 

Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

PASAL 1 

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN 

 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4816); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman 

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintan pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

13400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 



 

 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1080); 

 

PASAL 2 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk : 

a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA 

dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis di Kabupaten ..................... 

b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana 

Usulan Kegiatan (RUK) yang telah direkomendasi oleh Tim Teknis. 

c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA. 

 

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk: 

a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan 

yang dilakukan oleh Kelompok Tani / Gapoktan.................... 

b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani / 

Gapoktan.................... 

c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan 

pemerintah. 

d. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas 

Negara 

e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana 

bantuan pemerintah. 

 

PASAL 3 

LINGKUP PEKERJAAN 

 

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA 

telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana Bantuan 

Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi 

Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian dengan Volume sebesar 

1 (satu) Unit sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan  (RUK). 

 

 

 

 

 



 

 

 

PASAL 4 

LOKASI PEKERJAAN  

 

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu 

berada di Desa ................ Kecamatan ................ Kabupaten ................ Propinsi 

................ 

 

PASAL 5 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani 

kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal .....   ............2023 sampai dengan 

tanggal .....   ............2023.   

 

PASAL 6 

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN  

 

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan 

kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis serta 

dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala 

Dinas. 

2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan : 

a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang 

saksi. 

b. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang ditandatangani oleh Ketua 

Kelompok Tani / Gapoktan............. 

c. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan. 

d. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana. 

e. Surat penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. 

f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan. 

 

PASAL 7 

SUMBER DAN JUMLAH DANA 

 

1. Sumber dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah 

berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA : SP DIPA 

– Nomor … tanggal ... 



 

 

2. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah 

sebesar Rp..................,- (...........................),-  

 

PASAL 8 

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN 

 

1. Pembayaran dana Bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat 

Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada 

PIHAK KEDUA sekaligus 100% (seratus persen), yaitu sebesar Rp. ..............,- 

(.............................),- setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, 

dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang 

disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V 

Jakarta Selatan dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada 

Bank ................... Nomor Rekening : .............. atas nama UPKK 

......................... 

 

2. Pencairan dana Bantuan Pemerintah oleh PIHAK KEDUA harus mendapat 

Persetujuan (Contra Sign) dari Kepala Dinas Pertanian ..............Kabupaten 

.................. atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah 

PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas. 

 

PASAL 9 

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE 

 

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau Force Majeure adalah suatu 

keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan 

yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK 

KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, 

misalnya  

a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah 

longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan 

terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan. 

b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh 

Pemerintah. 

c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang 

didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi 

yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. 



 

 

2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force majeure PIHAK KEDUA 

wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak 

kejadian/peristiwa tersebut. 

 

PASAL 10 

S A N K S I 

 

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan 

Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA 

berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerja sama dengan PIHAK 

KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama ini dinyatakan batal 

demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan 

penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta 

menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna 

penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

PASAL 11 

PERSELISIHAN 

 

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA 

sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan 

secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. 

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, 

maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini di Pengadilan 

Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

 

PASAL 12 

LAIN – LAIN 

 

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerja sama ini menjadi 

beban PIHAK KEDUA. 

2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

3. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih 

dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak. 

4. Dalam hal terjadi Memaksa atau Force Majeure apabila pekerjaan telah selesai 

dilaksanakan 100% maka PPK dapat menerbitkan BAST Pelaksanaan 

Pekerjaan dengan mendapat rekomondasi dari Dinas setempat. 



 

 

5. Dalam hal pekerjaan Pihak Kedua tidak diyakini kebenaran dan pihak dinas 

tidak menerbitkan BAST atas pekerjaan maka Pihak Kesatu dapat 

menerbitkan menerbitkan BAST dengan lampiran Berita Acara Monitoring dan 

Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pusat bersama Tim Teknis Kab/Kota. 

 

PASAL 13 

P E N U T U P 

 

Surat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan 

penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan 

dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum 

yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

PIHAK KEDUA 

UPKK ......................... 

Materai Rp.10.000,- 

 

.......................... 

Koordinator 

PIHAK PERTAMA 

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, 

 

 

………………………………… 

NIP. …………………………… 

Mengetahui : 

 

Kelompok Tani / Gapoktan.................. 

 

 

 

.................... 

Ketua 

Kepala Dinas Pertanian,  

Kabupaten .......................... 

 

 

.......................................... 

NIP. ...................................... 



 

 

KELOMPOK TANI / GAPOKTAN ................... 

DESA ………………..   KECAMATAN .................... 

KABUPATEN ........................... 

 

 …………., …. ………. 2023 

Nomor :  …../…../…../2023 

Perihal : Permohonan Transfer 

    

Kepada Yth : 

Pejabat Pembuat Komitmen 

Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian 

di - 

    Jakarta 

 

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 

............/PPK.PSP.10/SPKS/REG/...../2023 tanggal .....   ............2023 tentang 

pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka Kegiatan 

Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan 

Pertanian Tahun Anggaran 2023, kami UPKK ............... bertindak atas nama 

Kelompok Tani / Gapoktan ............ selaku Penerima Bantuan Pemerintah, 

dengan ini mengajukan permohonan pencairan dana 100 % sebesar Rp. 

................,- (.....................) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK). 

 

Selanjutnya dana tersebut akan digunakan sesuai dengan lingkup pekerjaan 

sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah 

ditandatangani dan dana tersebut mohon dapat ditransfer ke rekening kami 

Nomor :  .......... atas nama UPKK  ................ pada Bank ............... 

 

Demikian kami sampaikan, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih. 

 

Mengetahui, 

Kepala Dinas Pertanian,  

Kabupaten ............... 

 

 

......................................... 

NIP. ............................... 

 

    UPKK  Kelompok Tani / 

Gapoktan.............. 

 

 

.............. 

Koordinator 

 

 



 

 

KELOMPOK TANI / GAPOKTAN ................. 

DESA ………………..   KECAMATAN ................... 

KABUPATEN ................................... 

 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini :  

Nama : ..................... 

Jabatan : Ketua  Kelompok Tani / Gapoktan........................ 

Alamat : Desa ..............., Kecamatan ............., Kabupaten ...................... 

 

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya : 

1. Dengan penuh rasa tanggungjawab, kami siap menerima Bantuan 

Pemerintah berupa Uang sebesar Rp. ...............,- (.....................) untuk 

Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana 

Pertanian  berupa Pengembangan Jalan Pertanian. 

2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan 

dana kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan 

yang mengakibatkan  kerugian Negara maka saya bersedia mengganti 

kerugian Negara dimaksud dengan menyetor ke Kas Negara. 

3. Untuk itu kami bersedia bertanggungjawab secara Hukum apabila kami tidak 

sanggup melaksanakan pada diktum nomor 1 dan 2.   

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar 

benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

……….., .....   ............2023 

Mengetahui, 

Kepala Dinas Pertanian,  

Kabupaten ...................... 

 

 

................................ 

NIP. .................................... 

 

Kelompok Tani / Gapoktan .................. 

 

Materai Rp. 10.000,- 

 

.......................... 

Ketua 

 

KELOMPOK TANI / GAPOKTAN .................... 

DESA .................... KECAMATAN ................ 



 

 

KABUPATEN ..................... 

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

Nama   : .............. 

Jabatan  : Koordinator UPKK Kelompok Tani / Gapoktan ...................... 

Alamat  : Desa ..........., Kecamatan ..........., Kabupaten ................... 

Nama Bantuan : Pengembangan Jalan Pertanian berdasarkan Surat 

Keputusan  Nomor : ............/Kpts/PPK. …/REG/...../2023 dan Perjanjian Kerja 

Sama Nomor. ............/PPK.PSP. …/SPKS/REG/...../2023  mendapatkan 

Bantuan Pemerintah sebesar Rp. .............................,- (.......................................) 

 

Dengan ini menyatakan bahwa  : 

1. Sampai dengan bulan Juni telah menerima pencairan dengan nilai nominal 

sebesar Rp..........................,- (..............................), dengan rincian 

penggunaan sebagai berikut : 

a. Jumlah total dana yang telah 

diterima 

: Rp....................,- (......................) 

b. Jumlah total dana yang telah 

dipergunakan   

: Rp.....................,- (.....................) 

c. Jumlah total sisa dana   : Rp.0,- (-) 

   

2. Persentase jumlah dana bantuan operasional Pengembangan Jalan Pertanian 

yang telah digunakan adalah sebesar Rp. ................,- (.............................)   

3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada 

yang berhak menerima. 

4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang 

telah dilaksanakan. 

5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran 

oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah. 

6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan 

kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara 

dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .   

        

    ………., ….. ………. 2023 

Kepala Dinas ……….,  

Kabupaten ................ 

 

 

...................................... 

NIP. ................................. 

UPKK Kelompok Tani / Gapoktan ........... 

 

Materai Rp. 10.000,- 

 

.................... 

Koordinator 



 

 

Kelompok Tani / Gapoktan ……………… 

Desa ……………………. Kecamatan ………………………….. 

KABUPATEN ……………………….. 

 

 

LAPORAN  KEMAJUAN  PENYELESAIAN  PEKERJAAN 

 

 

Pada hari ini ……….. tanggal ………….. bulan ………….. tahun Dua Ribu Dua 

Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini  : 

 

Nama :   ……………. 

Jabatan :   Ketua Kelompok Tani / Gapoktan ………………… 

Alamat :   Desa ………………, Kecamatan …………………, Kabupaten ……………. 

 

dengan ini menyatakan sebagai berikut : 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : ............/Kpts/PPK. …/REG/...../2023 

dan Perjanjian Kerja Sama Nomor :  ............/PPK.PSP. …./SPKS/REG/...../2023 

mendapatkan Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan 

Sarana Pertanian  berupa Pengembangan Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2023 

dengan nilai bantuan sebesar Rp. ……………………..,- (………………………. 

Rupiah). 

 

1. Sampai dengan tanggal …… ………….. 2023, kemajuan penyelesaian 

pekerjaan Pengembangan Jalan Pertanian Desa ……………. sebesar 100%. 

2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah 

dibuat mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia untuk dituntut 

penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 

perundangan. 

 

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan 

sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 ……………….., ….. …………… 2023 

Mengetahui, 

Kepala Dinas ………………………………… 

Kabupaten ……………………….. 

 

 

 

……………………………. 

NIP. …………………………………. 

Kelompok Tani / Gapoktan 

………………………… 

 

Materai  

Rp. 10.000,- 

 

……………………. 

…………………… 



 

 

KELOMPOK TANI / GAPOKTAN ...................... 

DESA ................. KECAMATAN .................... 

KABUPATEN ....................... 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

1. Nama : ................  

2. Jabatan : Ketua Kelompok Tani / Gapoktan ..................... 

3. Alamat : Desa .............., Kecamatan ............, Kabupaten ................ 

4. Nama Bantuan : Pengembangan Jalan Pertanian 

 

berdasarkan Surat  Keputusan Nomor ............/Kpts/PPK. …./REG/...../2023  

dan Perjanjian Kerja Sama Nomor: ............/PPK.PSP. …./SPKS/REG/...../2023, 

telah menerima Bantuan Pemerintah berupa Pengembangan Jalan Pertanian 

dengan nilai nominal sebesar Rp. ..............,- (.........................). Sehubungan 

dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut  : 

 

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana 

a. Jumlah total dana yang telah 

diterima 

: Rp....................,- (......................) 

b. Jumlah total dana yang telah 

dipergunakan   

: Rp.....................,- (.....................) 

c. Jumlah total sisa dana   : Rp. 0,- (-) 

 

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan  (100 %) Bantuan Pemerintah 

Pengembangan Jalan Pertanian berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di 

atas. 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-

benarnya bahwa : 

1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Pemerintah 

Pengembangan Jalan Pertanian sebesar Rp. ..................,- 

(....................................) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk 

kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas 

fungsional. 

2. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah 

Pengembangan Jalan Pertanian mengakibatkan kerugian Negara maka saya 



 

 

bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah ini kami buat 

dengan sesuangguhnya dan penuh tanggungjawab. 

 

           ............................... 2023 

Mengetahui, 

Kepala Dinas Pertanian, 

Kabupaten ...................... 

 

 .............................................. 

NIP. ................................. 

 

  Kelompok Tani / Gapoktan 

....................... 

 

        materai 10.000,- 

..................... 

Ketua 



 

 

KELOMPOK TANI / GAPOKTAN ………………………….. 

Desa ………………. Kecamatan ………………….. 

KABUPATEN ……………………… 

 

SURAT PERNYATAAN HIBAH LAHAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

Nama : ………………. 

Jabatan : ………………. 

Alamat : Desa ………………, Kecamatan ……………, Kabupaten 

…………… 

Nama Bantuan : Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa 

Pengembangan Jalan Usahatani berdasarkan Surat Keputusan  Nomor :  

............/Kpts/PPK. …./REG/...../2023 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 

............/PPK.PSP. …./SPKS/REG/...../2023 mendapatkan Bantuan Pemerintah 

sebesar Rp. ………………. (……………….. Rupiah) 

 

Dengan ini menyatakan bahwa  : 

1. Bersedia menghibahkan tanah saya untuk kegiatan pembuatan jalan 

usahatani dengan ukuran panjang …………. meter dan lebar …………. meter. 

2. Atas penggunaan tanah tersebut saya dan keluarga saya tidak akan 

menuntut penggantian dalam bentuk apapun (ganti untung). 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan 

dari pihak manapun.          

 

……………….., .....   ............2023 

`  

Yang Membuat Pernyataan 

 

  Materai 10.000 

…………… 

 

Mengetahui,  

Tim Teknis  

Kabupaten ……………….. 

 

 

 

………………………….. 

NIP. …………………………… 

Saksi-saksi 

 

1. …………… 

 

2. …………… 

 

3. ……………. 

 

 



 

 

POKTAN …………… 

DESA …………………….   KECAMATAN ………………………………… 

KABUPATEN …………………………. 

  

 SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN ALIH FUNGSI LAHAN 

  

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

Nama   : …………………… 

Jabatan  : …………………… 

Alamat  : Desa ………………, Kecamatan ………………, Kabupaten 

…………. 

Nama Bantuan : Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa 

Pengembangan Jalan Pertanian berdasarkan Surat Keputusan  Nomor : 

............/Kpts/PPK. …../REG/...../2023 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 

............/PPK.PSP. …../SPKS/REG/...../2023  mendapatkan Bantuan Pemerintah 

sebesar Rp. …………………,- (…………………..) 

  

Dengan ini menyatakan bahwa  : 

1. Tidak akan mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi non pertanian 

selama 5/10/15/20/selamanya*). 

2. Akan merawat dan memanfaatkan kegiatan pengembangan Jalan Usaha Tani 

ini dengan sebaik-baiknya.  

  

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari 

pihak manapun.            

................, …… ……….. 2023 

 

Saksi-saksi 

1. ……………………           ................ 

 

2. ……………………           ................ 

 

3. ……………………           ................ 

 

Yang Membuat Pernyataan 

 

Materai 10.000 

 

 

……………………….. 

 

Mengetahui,  

Kepala Desa …………………. 

 

 

……………………………. 

 

Mengetahui, 

Ketua Tim Teknis 

Kabupaten ……………….. 

 

……………………………….. 

NIP.  

  

  

 )* Coret yang tidak perlu 



 

 

Kelompok Tani / Gapoktan ……………….. 

Desa ……………….. Kecamatan ……………….. 

Kabupaten ……………….. 

 

SURAT PENUGASAN 

Unit Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan (UPKK) 

Pada Kelompok ……………….. 

Nomor : …………. /……/2023 

 

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan 

kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah dari lingkup 

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 

Anggaran 2023, dipandang perlu membentuk Unit Pengelola 

Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Kelompok Tani / Gapoktan 

……………….. Tahun Anggaran 2023. 

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintan pada 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13400) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1080). 

Dengan ini menugaskan kepada : 

1. ……………….., sebagai Koordinator UPKK; 

2. ……………….., sebagai Anggota UPKK; 

3. ……………….., sebagai Anggota UPKK; 

Untuk : 

1. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) 

Kelompok Tani / Gapoktan ……………….. 

2. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK 

3. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat 

seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti 

pengeluaran/penggunaan dana Bantuan Pemerintah.  

4. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan pemerintah secara berkala 

kepada PPK. 

5. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara. 



 

 

6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan 

Pengembangan Jalan Pertanian sumber dana  Bantuan Pemerintah setelah 

pembayaran selesai 100%. 

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. 

 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

……………….. 

… ………. 2023 

 

Mengetahui, 

Ketua Tim Teknis 

 

 

 

……………….. 

NIP. ……………….. 

 

Kelompok Tani / Gapoktan 

……………….. 

 

 

……………….. 

Ketua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOP DINAS PERTANIAN 

PEKERJAAN BERITA ACARA 

PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 

Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi 

Lahan Pertanian 

Berupa Pengembangan Jalan Pertanian 

(Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* 

Nomor    : …….......…………………….… 

Tanggal  : …………………………….….… 

 

Pada hari ini ……………… tanggal ….......…………..… bulan …..........…… tahun 

Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan dibawah ini : 

 

1. Nama : 1. ….......…………..… Ketua Tim NIP. 

….......…………..… 

   2. ….......…………..… Anggota NIP. 

….......…………..… 

   3. ….......…………..… Anggota NIP. 

….......…………..… 

       

 Jabatan    : Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan 

Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan 

Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* 

 Alamat      : Dinas ….......…………..…, Jalan. ….......…………..… Kabupaten 

….......…………..…, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK 

KESATU  atau yang Memeriksa Hasil Pekerjaan. 

    

2. Nama : ….......…………..… 

 Jabatan : Ketua Kelompok ….......…………..… selaku Ketua Kelompok 

Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah berupa Uang untuk 

mendukung Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan 

Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan 

Usahatani)* 

 Alamat    Desa ….......…………..… Kecamatan ….......…………..… 

Kabupaten ….......…………..…, untuk selanjutnya disebut 

sebagai PIHAK KEDUA atau yang Melaksanakan Pekerjaan 

 

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 



 

 

............/Kpts/PPK. …./REG/...../2023 dan perjanjian kerjasama nomor 

............/PPK.PSP. …./SPKS/REG/...../2023 dengan baik berupa: 

 

Jenis Pekerjaan : Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan 

Produksi/Jalan Usahatani)* 

Paket Bantuan Pemerintah berupa : Uang 

Jumlah Dana Banpem : Rp. ……………….,- (…………….. Rupiah) 

Volume Pekerjaan : Panjang …… meter, lebar ….. meter 

dengan foto terlampir 

 Selanjutnya PIHAK KEDUA melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan 

kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU telah memeriksa hasil pekerjaan 

dari PIHAK KEDUA atas paket bantuan pemerintah berupa uang dalam rangka 

Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan 

Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* dan pekerjaan dinyatakan 

telah selesai dengan baik dan lengkap. 

 

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan  ini dibuat dan 

ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

PIHAK KEDUA 

Yang Melaksanakan 

 

………………… 

Ketua Kelompok 

PIHAK KESATU 

Yang Memeriksa, 

1. ………………… 2. ……………………… 

 

3. …………………  

Mengetahui, 

Kepala Dinas ………………… 

Kabupaten ………………… 

 

………………… 

NIP. ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KOP DINAS PERTANIAN 

PEKERJAAN BERITA ACARA 

SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN 

Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi 

Lahan 

Berupa Pengembangan Jalan Pertanian 

(Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* 

Nomor    : …….......…………………….… 

Tanggal  : …………………………….….… 

 

Pada hari ini ……………… tanggal ….......…………..… bulan …..........…… tahun 

Dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan dibawah ini : 

1. Nama : 1. ….......…………..… Ketua Tim NIP. ….......…………..… 

   2. ….......…………..… Anggota NIP. ….......…………..… 

   3. ….......…………..… Anggota NIP. ….......…………..… 

 Jabatan    : Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan 

Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan 

Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* 

 Alamat      : Dinas ….......…………..…, Jalan. ….......…………..… Kabupaten 

….......…………..…, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK 

KESATU  atau yang Menerima Hasil Pekerjaan. 

2. Nama : ….......…………..… 

 Jabatan : Ketua Kelompok ….......…………..… selaku Ketua Kelompok 

Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah berupa Uang untuk 

mendukung Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan 

Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan 

Produksi/Jalan Usahatani)* 

 Alamat    Desa ….......…………..… Kecamatan ….......…………..… Kabupaten 

….......…………..…, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK 

KEDUA atau yang Menyerahkan Hasil Pekerjaan 

 

dengan ini menyatakan sebagai berikut : 

1.  PIHAK KEDUA telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa 

Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* sesuai 

dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 

............/Kpts/PPK.10/...../2023 dan perjanjian kerjasama nomor 

............/PPK.PSP.10/SPKS/...../2023 

2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU dan telah 

dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut : 



 

 

a. Jumlah total dana yang telah 

diterima 

: Rp....................,- (......................) 

b. Jumlah total dana yang telah 

dipergunakan   

: Rp.....................,- (.....................) 

c. Jumlah total sisa dana   : Rp. 0,- (-) 

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan 

Pemerintah Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan 

Usahatani)* (sebesar Rp. .....................,- (.....................Rupiah) telah disimpan 

sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan 

pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

4. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU 

menerima dari PIHAK KEDUA berupa pengembangan jalan usahatani dengan 

nilai Rp. ..................,- (.......................), panjang …. meter dan lebar …. meter. 

5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan kas Negara sebesar 

Rp.0,- (Nol Rupiah) 

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan 

sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal 

tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

PIHAK KEDUA 

Yang Melaksanakan 

 

………………… 

Ketua Kelompok 

PIHAK KESATU 

Yang Memeriksa, 

 

1. ………………… 2. ……………………… 

3. …………………  

Mengetahui, 

Kepala Dinas ………………… 

Kabupaten ………………… 

 

………………… 

NIP. ………………… 



 

 

KOP DINAS PERTANIAN 

 

 

PEKERJAAN BERITA ACARA 

SERAH TERIMA PENGELOLAAN 

HASIL PEKERJAAN 

Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi 

Lahan Pertanian Berupa Pengembangan 

Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan 

Usahatani)* 

Nomor    : …….......…………………….… 

Tanggal  : …………………………….….… 

 

Pada hari ini ……………… tanggal ….......…………..… bulan …..........…… tahun 

Dua ribu dua puluh dua kami yang bertandatangan dibawah ini : 

1. Nama : 1. ….......…………..… Ketua Tim NIP. ….......…………..… 

   2. ….......…………..… Anggota NIP. ….......…………..… 

   3. ….......…………..… Anggota NIP. ….......…………..… 

 Jabatan    : Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Konservasi dan 

Rehabilitasi Lahan Pertanian Berupa Pengembangan Jalan 

Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* 

 Alamat      : Dinas ….......…………..…, Jalan. ….......…………..… Kabupaten 

….......…………..…, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK 

KESATU  atau yang Menyerahkan Pengelolaan Hasil 

Pekerjaan. 

2. Nama : ….......…………..… 

 Jabatan : Ketua Kelompok ….......…………..… selaku Ketua Kelompok 

Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah berupa Uang untuk 

mendukung Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan 

Pertanian Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan 

Produksi/Jalan Usahatani)* 

 Alamat    Desa ….......…………..… Kecamatan ….......…………..… Kabupaten 

….......…………..…, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK 

KEDUA atau yang Menerima Pengelolaan Hasil Pekerjaan 

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil 

pekerjaan dengan baik berupa: 

Jenis Pekerjaan : Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan 

Produksi/Jalan Usahatani)* 

Paket Bantuan Pemerintah berupa : Uang 

Jumlah Dana Banpem : Rp. ……………….,- (…………….. Rupiah) 



 

 

Volume Pekerjaan : Panjang …… meter, lebar ….. meter 

dengan foto terlampir 

Alamat : Desa ….......…………..…, Kecamatan 

….......…………..…, Kabupaten 

….......…………..…, Propinsi 

….......…………..…, 

Selanjutnya PIHAK KEDUA menerima pengelolaan pekerjaan yang telah 

diselesaikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU  telah menyerahkan 

pengelolaan hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA atas paket bantuan pemerintah 

berupa uang dalam rangka Kegiatan Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian 

Berupa Pengembangan Jalan Pertanian (Jalan Produksi/Jalan Usahatani)* dan 

pekerjaan tersebut dinyatakan telah diserahkan pengelolaannya dengan baik dan 

lengkap. 

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan  ini 

dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

PIHAK KEDUA 

Yang Melaksanakan 

 

 

………………… 

Ketua Kelompok 

PIHAK KESATU 

Yang Memeriksa, 

 

 

1. ………………… 2. ……………………… 

 

3. …………………  

Mengetahui, 

Kepala Dinas ………………… 

Kabupaten ………………… 

 

………………… 

NIP. ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 11 

 

Kop Dinas Pertanian 

 

 

Nomor :  ........, ............... 2023 

Lampiran : .. (.....) Berkas 

Perihal : Usulan Adendum Pelaksanaan Bantuan Pemerintah 

  Kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian TA 2023 

 

Yang terhormat : 

Pejabat Pembuat Komitmen  

Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kementerian Pertanian 

di – 

Jakarta 

 

Bersama ini kami sampaikan usulan Addendum Pelaksanaan Bantuan 

Pemerintah Kegiatan Pengembangan Jalan Pertanian TA 2023, yang disebabkan 

karena : 

1. Terdapat kebijakan nasional karena adanya ……………………... 

2. Akibat kebijakan tersebut mengakibatkan keterlambatan pencairan dana 

dari Kas Negara ke Rekening Kelompok Penerima Manfaat Bantuan 

Pemerintah Berupa Pengembangan Jalan Pertanian TA 2023. 

Akibat keterlambatan pencairan tersebut berdampak pada proses dimulainya 

pelaksanaan pembangunan Jalan Pertanian di Kabupaten/Kota 

................................  

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. 

 

 

Kepala Dinas .................... 

 

 

Nama................................... 

NIP. .................................. 

 

Tembusan : 

Kepala Dinas Pertanian Provinsi .......................... 


